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PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2017
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TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN

NCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun -

Anngaran 2017,

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten  Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4 180?;?[



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
\ Cod N -
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 ’I‘ahun 2014 tentang Pemerintahan
Ne; - Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 });
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republi.
Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;;&'/



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik
t )1 Non '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1045);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
81 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah
Kabuipaten Gunung Mas Nomor 236.a);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 237.a};
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk
Peningkatan Ekonomi  Kerakyatan = Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten
Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2015 334);
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun Anggaran 2016 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI

ANGGARAN 2017

DANA DESA DI [‘ABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN
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11.
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BAB 1
KETENTUAN UMM
Pasal 1

N _ ag i

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan
Daerah.
Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
APBD adalah APBD Kabupaten Gunung Mas.
Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Kabupaten
Gunung Mas.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen anggaran tahunan
Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup

emerintah Kabupaten Gunung Mas.
Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, alah rencana
keuangan tahunan Pemerintah DesaT



15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam)

: 1 . v I
desa, arah kebijakan Keuangan Desa, nepyakan
Umum dan Program Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), lintas OPD dan program prioritas
kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat (RKPDesa} adalah dokumen perencanaan
Desa untuk periode 1 {satu) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah
merupakan padoman bagi Pemerintah Desa dalam
penyusunan APBDesa, untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa.

{2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Dengan Penetapan ADD yang bersumber dari
APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran
2017 maka Pemerintah Desa dapat menyusun
program kerja tahunan yang dimuat dalam
APBDesa sesuai dengan, RPJMDes dan RKPDes;
dan

b. Dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat desa
guna meningkatkan Kkesejahteraan masyarakat
sesuai potensi yang dikembangkan dengan
kebersamaan atau gotong royong.

BAB 11
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITU! AN
ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa
Pasal 3

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
dialokasikan dari Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp.31.541.179.418. (Tiga Puluh Satu
Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus
Tuyjuh Puluh § mnbilan Ribu Empat Ratus Delapan
Belas Rupiah).l/



Pasal 4
4D dialokasikan untuk seluruh Desa di Kabupaten
Gur r~ Mas, der “emrmer-—har~kan:

a. keburuhan pengnasiian tetap Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa;

b. jumlah penduduk, Iluas wilayah desa dan
keterjangkauan desa dari ibukota kabupaten;

c. jumlah penduduk, luas wilayah desa dan
keterjangkauan dari ibukota kabupaten
merupakan indikator variabel Independen yang
digunakan untuk menghitung pembagian ADD
per desa.

Pasal 5

(1} Pembagian ADD Tahun Anggaran 2017 setiap desa
dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

a. secara merata untuk seluruh desa, yakni Alokasi
Dana Desa Minimal (ADDM = 90 % x total pagu
ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan
ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan
masyarakat desa);dan

b. secara proporsional per Desa (ADDP = 10 % dan
total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk
peningkatan  ekonomi  kerakyatan = berbasis
pemberdayaan masyarakat desa) x Bobot Desa yang
bersangktitan).

Pasal 6

(1) Untuk menentukan besaran pembagian ADD per
desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

ADDx ADDM + ADDPx

ADDx : ADD untuk desa x

ADDM : ADDMinimal (90%) yang dibagi rata
untuk setiap Desa

ADDPx : ADD Proporsional untuk desa x

ADDPx = BDx X (ADD - Y ADDM)
BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

Y. ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

(2) Nilai Bobot Desa (BDx) pada rumus penghitungan ADD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan
dengan menggunakan beberapa Indikator Variabel
Independen.

(3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, terdiri dari:

a. jumlah penduduk;

b. luas wilayah; dan

c. keterjangkauan Det/ jarak tempuh Desa ke
L



(4)

Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx)
dalam penerimaan ADD per Desa.

I L ¢ O

dimaksud dalam ayat (4], berdasarkan aata aiperoien
dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa Untuk Desa Binaan
Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa

(1)

(2)

3)

(1)

(2)
(3)

Pasal 7

ADD untuk desa binaan guna peningkatan ekonomi
kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa
diberikan setiap tahun.

Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) per desa sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan mengenai ADD untuk desa binaan guna
peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis
pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Gunug Mas Nomor 20 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk
Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten
Gunung Mas.

BAB II
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Penghitungan besaran ADD untuk setiap desa,
ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan
berbasis pemberdayaan masyarakat desa, dan
Penghasilan Tetap Kepala Desa, Per ~gkat Desa di -
Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal
4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi,
Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat
Kabupaten.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten
Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
baTm vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

111.



(4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, . crangkat
Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017
I r
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal $ Maret 2017

o

DOHONG
Diundangkan di Kuala Kurun ,
Pada tanggal 7 Mara 20
SEKRETARIS DAERAH
EN GUNUNG MAS,

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 388















LAMPIRAN II

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN " “GGARAN
20:

ALOEKASI DANA DESA UNTUK DESA BINAAN
GUNA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

BEF ASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017
NO NAMA KECAMATAN DAN DESA BESAR{::)DMA

1 KECAMATAN MANUHING 100.000.000
1 ‘ARINGEN 50.000.000
2 fUHUNG 50.000.000
i KECAMATAN MANUHING RAYA 50.000.000
1 UMBANG OROI 50.000.000
Il KECAMATAN RUNGAN 100.000.000
1 UWUK LANGKUAS 50.000.000
2 'AREMPEI 50.000.000
IV KECAMATAKN RUNGAN HULU 100.000.000
1 ANGKIT 50.000.000
2 “UMBANG TUWE 50.000.000
v KECAMATAN SEPANG 100.000.000
1 EPANG KOTA 50.000.000
2 ‘EWAI BARU 50.000.000

Vi KECAMATAN MIHING RAYA T 50.000.000 .
1 YAHIAN TAMBUK 50.,000.000
— Vil KECAMATAN KURUN 100.000.000
1 ‘ETAK BAHANDANG 50.000.000
2 ‘UMBANG HAKAU 50.000.000
Vil KECAMATAN TEWAH 100.000.000
1 ANJUNG UNTUNG 50.000.000
2 "UMBANG PAJANGFI _ 50.000.000
IX  KECAMATAN KAH....... HULU UTARA 100.000.000
1 JANDANG 50.000.000
2 ELUK KANDURI ' 50.000.000
X KECAMATAN DAMANG BATU - 100.000.000
1 "AWANG KANJI 50.000.000
2 - [UMBANG ANOI 50.000.000
XI__ - KECAMATAN MIR] MANASA 100.000.000
1 JAROWO 50.000.000
2 . [UMBANG HATUNG 50.000.000
XIi  KECAMATAN RUNGAN BARAT 100.000,000
1 FUMBANG JALEMU KAJUE! . 50.000.000
2 - [UMBANG KUAYAN 50.000.000
. JUMLAH TOTAL 1.100.000.000

8,






BESARAN JUMLAH YANG | JUMLAH | (o oo o JUMLAH
DITERIMA PER| BULAN PENGHAS AN

PENGHASILAN ;A | BULANOLEH | paLam | DITERIMAPER | ,o0am KADES

¥
NO PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN :UE:JA:N DAN B PATUR | APARATUR SATU A:mgu c:,ggn DESA | PERANGKAT DESA
R ’G”‘ PER DESA TAHUN ‘“"‘D‘m DAN TUNJANGAN

P (Rp) ANGGARAN BPD
IV |TUN  GAN BPD TELUK NYATU KECAMATAN KURUN : 5.000.000 7 Orang 8.000.000 12 96.000.000 1 96.000.000
1. 1 JABPD 1.500.000 1 Orang 1.500.000 12 18.000.000 1 18.000.000
2. ' ILKETUA BPD 1.300.000 1 Orang 1.300.000 12 15.600.000 1 15.600.000
3. S RETARIS BPD 1.200.000 1 Orang 1.200.000 12 14.400.000 1 14.400.000
4. | GOTABPD 1.000.000 4 Orang 4.000.000 12 48.000.000 1 48.000.000
JUML | TOTAL 12.200.000 | 1154 Orang 16.800.000 12 201.600.000 114 | 22.488.000.000
MAS,

. DOHONG
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